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ABSTRAK
Latar belakang masalah penelitian ini tentang kewenangan dan tanggung jawab kurator dalam sita pidana terhadap harta pailit. Saat kurator akan menyita dan menjual boedel pailit, untuk dapat membayar utang-utang debitur pailit yang hartanya didapat dari tindak pidana, maka akan berbenturan dengan sita pidana oleh penyidik. Perebutan penyitaan yang adu cepat dan adu kuat tersebut akan menimbulkan permasalahan, saling menggugat, yang merugikan kreditur dan debitur. Padahal semestinya hukum memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Untuk itulah diperlukan suatu kajian menyeluruh guna mencari solusi atas kesenjangan tersebut. Identifikasi masalah penelitian ini yaitu tentang; bagaimana kewenangan dan tanggung jawab kurator dalam sita pidana terhadap harta pailit;  bagaimana akibat  hukum dari boedel pailit yang disita penyidik, terkait sita kepailitan oleh kurator; serta bagaimana konsep penyelesaian kepailitan sebagai kewenangan dan tanggung jawab kurator dalam sita pidana terhadap harta pailit.  
Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian mengenai norma-norma hukum positif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik studi literatur, wawancara dan observasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara yuridis kualitatif dan menggunakan pendekatan perbandingan hukum kepailitan antara Indonesia, Singapura, Filipina dan Australia sebagai pembanding penyelesaian kepailitan.
Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan dan tanggung jawab kurator dalam sita pidana terhadap harta pailit tetap bisa dilaksanakan, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Akibat  hukum dari boedel pailit yang disita penyidik, terkait sita kepailitan sebagai kewenangan dan tanggung jawab kurator, maka sita pidana lebih didahulukan kemudian setelah selesai pembuktian, boedel pailit dikembalikan kepada kurator. Disarankan konsep penyelesaiannya, yaitu dengan suatu sinkronisasi dan harmonisasi hukum antara Pasal 39 ayat (2) KUHAP dengan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Untuk itu harus ada revisi terhadap kedua pasal tersebut, baik RUU KUHAP maupun UUK-PKPU. Solusinya dengan E-Court di Pengadilan Niaga, sehingga bisa lebih transparan, dan tidak terjadi lagi perbenturan kepentingan yang merugikan esensi hukum dan keadilan.
Kata Kunci :   Kewenangan dan Tanggung Jawab Kurator, Sita Umum Kepailitan, 




The background of this research problem is the authority and responsibility of the curator in confiscating criminal assets of bankruptcy. When a curator seizes and sells a bankrupt bankruptcy, to be able to pay off debts of bankrupt debtors whose assets are obtained from criminal acts, then they will collide with the confiscation of the criminal by the investigator. Seizure of confiscation that is fast and strong will cause problems, sue each other, which harms creditors and debtors. Though the law should provide justice, certainty and usefulness. For this reason, a thorough study is needed to find a solution to this gap. Identification of the problem of this research is about; how the authority and responsibility of the curator in confiscation of bankrupt assets; how the legal consequences of the bankruptcy loan confiscated by investigators, related to bankruptcy confiscation by the curator; and how the concept of bankruptcy settlement as the authority and responsibility of the curator in confiscating criminal assets of bankruptcy.
The method in this study uses normative juridical research methods, namely research on positive legal norms. Data collection in this research was carried out through literature study techniques, interviews and observations. This study uses qualitative juridical data analysis techniques and uses a comparative approach to bankruptcy law between Indonesia, Singapore, the Philippines and Australia as a comparison of bankruptcy settlement.
Based on the results of this study, it can be concluded that the authority and responsibility of the curator in confiscation of bankrupt assets can still be carried out, even if the verdict is filed for appeal or reconsideration. The legal consequences of the bankruptcy loan confiscated by investigators, related to bankruptcy confiscation as the authority and responsibility of the curator, the criminal confiscation takes precedence then after completion of proof, the bankruptcy loan is returned to the curator. The concept of resolution is recommended, namely by synchronizing and harmonizing the law between Article 39 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code and Article 31 paragraph (2) of Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU. For this reason, there must be a revision of the two articles, both the Criminal Procedure Code Bill and the UUK-PKPU. The solution is with the E-Court in the Commercial Court, so that it can be more transparent, and there are no more conflicts of interests that harm the essence of law and justice.
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